SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21
Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis;

. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat

Badan Musyawarah DPRD tanggal 16 Nopember 2015
diantaranya menyepakati bahwa biaya tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Ciamis perlu dilakukan penyesuaian/kenaikan guna
menunjang kinerja pimpinan dan anggota DPRD;

bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;



Menetapkan

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ciamis;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN
2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis (Berita
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 59) diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan
ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta
enam ratus ribu rupiah);

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat
ratus ribu rupiah).



(4)

(5)

(6)

Besaran tunjangan dimaksud pada ayat (3) belum dipotong
PPh.

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pos
DPRD.

Penetapan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Maret 2016
BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005



